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DKI Ajukan Banding atas Putusan Reklamasi Pulau F

Anggota Dewan menilai pemerintah DKI tak berwenang mencabut izin reklamasi.

Gangsar Parikesit
gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah

DKI Jakarta segera meng-
ajukan permohonan ban-
ding atas putusan Peng-
adilan Tata Usaha Negara
(PTUN) Jakarta terkait
dengan reklamasi Pulau
F. Dalam putusan itu,
pengadilan mengabulkan
gugatan PT Agung Dina-
mikaPerkasayangmemper-
masalahkan pencabutan
izin reklamasi Pulau F.
Kepala Biro Hukum
DKI Jakarta Yayan Yu-
hanah mengatakan per-
mohonan banding akan
didaftarkan pekan ini.
Saat ini, pemerintah
masih menyiapkan ma-
teri yang diperlukan.
Salah satunya dasar hu-
kum yang digunakan
untuk mencabut izin re-
klamasi Pulau F. “Untuk
meyakinkan hakim bahwa
apa yang kami kerjakan
itu sudah sesuai dengan

prosedur,” ujar Yayan, Se-

lasa lalu.

PT AgungDinamika Per-
kasas adalah anak usaha
PT Agung Podomoro
T.and Perusahaan itu ber-
mitra dengan PT Jakarta

Propertindo, yang men-

dapatkan izin reklamasi
Pulau F dari Gubernur
Basuki Tjahaja Purnama
pada 22 Oktober- 2015.
Namun izin itu dicabut

oleh Gubenur Anies Bas-

wedan melalui Surat
Keputusan Gubernur
Nomor 1409 Tahun 2018.
Pencabutan izin reklamasi
juga ditunjukan kepada
pengembang 12 pulau
buatan di pesisir Jakarta.
PT Agung Dinamika
Perkasa kemudian meng-
gugat keputusan Anies itu
ke PTUN pada 26 Juli 2019.

_Pekan lalu, majelis hakim

PTUN yang dipimpin
Andi Muh. Ali Rahman
menyatakan SK Gubernur
Nomor 1409 itu tidak sah.

“Mewajibkantergugat(Gu- -

bernur Anies) untuk men-

cabut Keputusan Nomor -

1409 Tahun 2018,” ujar ha-
kim, seperti dikutip dari

situs PTUN Jakarta.
Kuasa hukum 1298
Agung Dinamika Perkasa,

“Yohanes Memory Mangi
Sa’pang, belum bisa me-
nanggapi putusan PTUN
itu. “Saya masih nunggu
izin dari principal duly,
jadi belum bisa kasih ko=
mentar apa-apa,” ujar dia.

Yayan mengatakan
Biro Hukum juga sedang
menanganigugatanhukum
dari PT Taman Harapan
Indah yang menjadi pe-
ngembang Pulau H. Pada
2 Desember 2019, PTUN
Jakarta telah menolak per-
mohonan banding yang
diajukan pemerintah DKI.

“Sekarang sedang proses

kasasi.”

Yayan mengklaim pen-
cabutan izin reklamasi
Pulau H telah dilakukan
sesuai dengan aturan.
Selain itu, kebijakan ter-
sebut telah sesual dengan
prinsip tata pemerintahan
yang baik.

Head of Corporate Com-
munications PT Intiland
Development Tbk Pra-
nanda. Herdiawan irit
berkomentar mengenai,
putusan pengadilan tinggi
yang menolak permohon-
an banding pemerintah
DKI tersebut. Intiland
Development adalah
induk usaha PT Taman
Harapan Indah. “Kami
menghormati keputusan
hukum yang ditetapkan
oleh pengadilan,” kata dia
beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi Bidang
Pemerintahan = Dewan

Perwakilan Rakyat Dae-

rah Jakarta, Gembong
Warsono, tidak merasa he-
ran jika pemerintah DKI
kerap kalah bersengketa
dengan pengembang re-
klamasi di meja hijau.
Sebab, pemerintah Jakarta
tidak berwenang untuk
mencabut izin reklamasi
yang sudah dikantongi
oleh pengembang.
Reklamasi di Teluk Ja-
karta, kata Gembong, te-
lah diamanatkan melalui
terbitnya Keputusan Pre-
siden Nomor 52 Tahun

_ 1995 tentang Reklamasi

Pantai Utara Jakarta dan
aturan itu masih berlaku.
Walhasil, pemerintah DKI
tak berwenang memba-
talkannya.

Apalagi, Gembong me-
nambahkan, izin rekla-
masi yang dikantongi
pengembang masih ber-
laku saat dicabut oleh
pemerintah DKI. “Jadi,
saya enggak kaget kalau
pemda kalah di peng-
adilan,” kata politikus PDI
Perjuangan itu.
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Tiga Kali Kalah

SENGKETA pulau reklamasi antara pengembang dan
pemerintah DKI Jakarta telah bermuara di meja hijau. Dari
empat gugatan yang diajukan pengembang, hanya satu yang
dimenangi oleh pemerintah Jakarta.

Pulau F

B Pengembang: PT Jakarta
Propertindo dan PT Agung
Dinamika Perkasa

B Putusan PTUN:
‘pemerintah DKI kalah

B Pemerintah DKI
mengajukan banding

Pulau H
"l Pengembang: PT Taman
Harapan Indah
B Putusan PTUN:
pemerintah DKI kalah
B Putusan Pengadilan
- Tinggi: pemerintah DKl

. memang

Pulaul

B Pengembang: PT Jaladri
Kartika Pakei-

B Putusan PTUN:
pemerintah DKI kalah

B Pemerintah DKI
mengajukan banding

Pulau M
B Pengembang: PT
Manggala Krida Yudha
B Putusan PTUN:
pemerintah DKI menang
B Putusan Pengadilan g
- Tinggi: pemerintah DKl -~




